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Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan efektifitas penerima wajib 
lapor dalam merehabilitasi pecandu narkotika, dapat disimpulkan :  
Ketentuan wajib lapor bagi pecandu narkotika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dinilai tidak efektif, 
hal ini dikarenakan oleh berbagai macam hal, antara lain : 
1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, sehingga tujuan 
untuk merehabilitasi pecandu yang melaporkan diri menjadi terhambat. 
2. Kurangnya kesadaran dari para pecandu untuk melaporkan diri, sehingga 
masih minim pecandu yang direhabilitasi. Masih banyak pecandu yang merasa 
ketakutan jika melaporkan diri identitasnya akan diketahui dan diproses secara 
hukum.   
3. Pecandu yang direhabilitasi rawat jalan sulit untuk dilakukan pemantauan dan 
pembinaan, karena pecandu hanya datang ke pusat rehabilitasi jika merasa 
membutuhkan/saat relaps (kambuh) sehingga proses pemulihan sangat sulit 
dan butuh waktu lama. 
4. Kurangnya kedisiplinan institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi 




5. Pecandu yang melaporkan diri karena paksaan lebih sulit dijangkau dalam 
pemulihan karena tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk pulih. 
6. Hanya sedikit dari pecandu narkotika yang telah direhabilitasi yang 
dinyatakan pulih. 
7. Faktor keluarga juga mempengaruhi karena tidak mendukung dan adanya 
stigma negatif dari masyarakat membuat para pecandu kesulitan dalam proses 
pemulihan. 
8. Kurangnya supply dana dari pemerintah terhadap lembaga rehabilitasi 
sehingga menjadi kurang optimal dalam proses rehabilitasi.  
9. Lembaga rehabilitasi medis yang tidak memiliki psikiater harus merujuk 
pecandu ke tempat lain sehingga tidak dapat maksimal dalam merehabilitasi 
yang menyebabkan pecandu menjadi malas untuk rehabilitasi karena dirinya 
merasa dirumitkan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektifitas peran institusi penerima 
wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkotika, diberikan saran : 
1. Bagi pemerintah supaya lebih aktif secara langsung dalam upaya melakukan 
rehabilitasi. Perlunya dilakukan peninjauan secara berkala di lembaga rehabilitasi 
medis maupun sosial agar lembaga rehabilitasi institusi penerima wajib lapor 
menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perlu dilakukan banyak sosialisasi 
mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 




rehabilitasi harus juga diperhatikan berbagai ragam kebutuhan pecandu agar pulih, 
seperti fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, dan hukum. Sehingga proses 
rehabilitasi tidak hanya terlaksana secara setengah-setengah melainkan dapat 
terlaksana secara menyeluruh.  
2. Bagi penulis dan seluruh komponen masyarakat supaya terlibat dalam proses 
rehabilitasi agar para pecandu yang  masih takut dan malu untuk melaporkan diri 
menjadi berani untuk melaporkan diri dan menjalani rehabilitasi. Perlunya 
memberikan dukungan kepada pecandu narkotika supaya mereka semangat dalam 
menjalani rehabilitasi dan mengalami pemulihan secara menyeluruh, karena faktor 
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Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberikan Laporan hasH Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota '(ogyakarta)
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kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
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Oaftar Jumlah Klien Pascarehabilitasi BNNP DIY Tahun 2016
Layanan Pascarehabilitasi di BNNP OIY Rumah Damping layanan Pascarehabilitasi di Bapas la';anan Perawa-lin lanjutan
NO Tahapan Capa;an Capalan Capaian capaian
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1 I 30 21 21 15 5 5 30 15 15 15 15 15
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6 VI - 30




NO KEGIATAN TARGET CAPAIAN(TAHAP) TOTAL %
I II III IV CAPA1AN
1 f(UMAH DAMPING 60 6 - - - 6 10%
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